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RINGKASAN

Kejahatan korporasi adalah kejahatan white-collar, tapi dengan tipe khusus. Kejahatan
korporasi sebenarnya adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan
yang kompleks dan harapan-harapan di antara pengurus dan pejabat-pejabat baik secara
kelembagaan maupun kehendak pribadi dari dewan direktur, eksekutif dan manajer di
satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di
lain pihak. Tindak pidana korporasi di Indonesia sudah memasuki ruang lingkup
kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal korupsi. Jika pada masa lalu korupsi sering
diidentikkan dengan pejabat atau aparatur pemerintahan yang telah menyalahgunakan
keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah
melibatkan anggota legislatif dan yudisial, para bankir dan konglomerat, serta juga
korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan
negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai
subjek hukum, tetapi juga oleh korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi mengatur tentang tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana
korupsi. Ayat pertama Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa korporasi dan/atau
pengurusnya akan bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana korupsi demi
kepentingan korporasi. Ayat kedua dari Pasal 20 memberikan penjelasan tentang tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam dua situasi, yaitu ketika dilakukan
oleh individu-individu dalam lingkungan kerja korporasi yang bekerja bersama-sama
atau secara individu. Dalam penjelasan Pasal 20 tersebut, pengurus korporasi diartikan
sebagai organ yang menjalankan manajemen korporasi sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar. Pengurus tersebut mencakup individu yang memiliki wewenang dan
turut serta dalam pengambilan keputusan tindakan korporasi yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi. Dalam situasi tersebut, terdapat peluang bagi korporasi
dan pengurusnya untuk diajukan ke pengadilan dan penuntut umum memiliki pilihan
untuk mendakwa dan menuntut korporasi, pengurusnya, atau keduanya. Namun, dalam
pelaksanaan penuntutan, sering muncul masalah di mana korporasi jarang dibawa ke
pengadilan dibandingkan dengan pengurusnya. Untuk menjerat korporasi sebagai subjek
hukum pelaku tindak pidana korupsi kejaksaan mengalami kesulitan karena susah untuk
menarik sebuah perbuatan pengurus korporasi menjadi perbuatan korporasi. Perbuatan
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi harus benar-benar sebuah kebijakan
yang dikeluarkan pengurus korporasi yang keuntungannya masuk ke korporasi sehingga
pembuktian unsur kesalahan tindak pidana korupsi harus mutlak melekat di korporasi,
hal ini tentunya menjadi problematika dalam proses penegakan hukum tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia



Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memberikan analisis mengenai problematika
pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan untuk
memberikan analisis mengenai kebijakan kriminal pembuktian unsur kesalahan
korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian
yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan
hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Oleh karena itu di perlu
dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-
buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan dari
kebijakan korporasi yang mengakibatkan kerugikan keuangan negara masih sulit
dilaksanakan. Kesalahan terjadi ketika tindak pidana korupsi yang merugikan
keuangan negara dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, sechingga bisa disebut asas kesalahan sebagai dasar
untuk menjatuhkan pidana

Pada proses pembuktian unsur kesalahan koporasi yang melakukan tindak pidana
korupsi, doktrin Business Judgment Rule dan ultra vires serta Undang-Undang Badan
Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi
berpotensi menguntungkan direksi dan atau korporasi dari jerat hukum. Dilain sisi,
arah pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang lebih berfokus kepada
pengembalian uang negara, bukan berfokus menghukum terdakwa sehingga
kebijakan hukum pidana berupa revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep strict liability bisa dijadikan terobosan
agar proses hukum serta uang hasil korupsi bisa lebih cepat kembali ke negara
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ABSTRAK

Kata Kunci: Problematika Pembuktian, Unsur Kesalahan, Korporasi, Tindak Pidana
Korupsi.

Tujuan daripada penelitian di dalam tesis ini untuk memberikan analisis mengenai
problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana
korupsi dan untuk memberikan analisis mengenai kebijakan kriminal pembuktian unsur
kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini pada dasarnya
adalah kerangka penelitian hukum normatif, caranya yaitu dengan menginventarisir
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuktian unsur kesalahan
korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya melakukan analisis secara
kualitatif.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: Pertama, Dalam
pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan dari kebijakan
korporasi yang mengakibatkan kerugikan keuangan negara masih sulit dilaksanakan.
Kesalahan terjadi ketika tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara
dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
sehingga bisa disebut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Kedua,
Pada proses pembuktian unsur kesalahan koporasi yang melakukan tindak pidana
korupsi, doktrin Business Judgment Rule dan ultra vires serta Undang-Undang Badan
Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi
berpotensi menguntungkan direksi dan atau korporasi dari jerat hukum. Dilain sisi, arah
pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang lebih berfokus kepada pengembalian
uang negara, bukan berfokus menghukum terdakwa sehingga kebijakan hukum pidana
berupa revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan
mengadopsi konsep strict liability bisa dijadikan terobosan agar proses hukum serta uang
hasil korupsi bisa lebih cepat kembali ke negara.
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ABSTRACT

Keywords: Problems Of Proof, Elements Of Error, Corporation, Criminal Act Of
Corruption.

The purpose of the research in this thesis is to provide an analysis of the problematic of
proving the elements of corporate guilt that commits corruption and to provide an
analysis of the criminal policy of proving the elements of corporate guilt that commits
corruption. This research is basically a normative legal research framework, the method
is by inventorying the laws and regulations that regulate the proof of the elements of
corporate guilt that commits corruption, then conducting a qualitative analysis.

The results of this study show that: First, in the accountability of corruption, proving the
element of error from corporate policies that result in state financial losses is still
difficult to implement. Errors occur when corruption that harms state finances is carried
out by people based on work relationships or other relationships, acting within the scope
of the corporation, either individually or together, so that it can be called the principle
of error as a basis for imposing criminal penalties. Second, in the process of proving the
element of error of corporations that commit corruption, the doctrine of the Business
Judgment Rule and ultra vires and the latest State-Owned Enterprises Law which
eliminates the element of state losses in investment has the potential to benefit directors
and/or corporations from the clutches of the law. On the other hand, the direction of
eradicating corruption is now more focused on returning state money, not focusing on
punishing the accused so that criminal law policies  xAAxxcc in the form of revising
the Corruption Eradication Law by adopting the concept of strict liability can be used as
a breakthrough so that the legal process and money from corruption can be returned to
the state more quickly.
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